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Abstract  

Keuangan Sosial Islam (Islamic Social Finance/ISF), yang mencakup instrumen 

seperti zakat, wakaf, sedekah, dan berbagai bentuk filantropi Islam lainnya, 

memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi, 

pengentasan kemiskinan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan lembaga ISF di berbagai 

negara masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan lemahnya 

tata kelola kelembagaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan 

koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya integrasi dengan perkembangan 

teknologi dan sistem keuangan modern. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum 

maksimalnya efektivitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana 

sosial Islam dalam memberikan dampak sosial yang berkelanjutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat manajemen dan tata kelola ISF melalui 

pengembangan kerangka konseptual yang terintegrasi berbasis Maqasid al-

Shariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif konseptual dengan 

melakukan kajian kritis terhadap literatur, model tata kelola yang telah 

berkembang, serta berbagai praktik kelembagaan ISF. Analisis difokuskan pada 

identifikasi kesenjangan dalam aspek akuntabilitas, efektivitas kelembagaan, 

kepercayaan pemangku kepentingan, dan orientasi dampak sosial. 

Kerangka yang diusulkan mengintegrasikan dimensi utama tata kelola, yaitu 

kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme kelembagaan, 

partisipasi pemangku kepentingan, dan inovasi digital dalam perspektif Maqasid 

al-Shariah yang menekankan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa 

(hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). 

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi prinsip Maqasid al-Shariahdalam tata 

kelola ISF mampu meningkatkan kredibilitas lembaga, memperkuat kepercayaan 

publik, mengoptimalkan efisiensi alokasi sumber daya, serta memperluas dampak 

sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis 

berupa model tata kelola yang holistik sekaligus menawarkan implikasi praktis 

bagi pembuat kebijakan, regulator, dan pengelola lembaga ISF dalam mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 
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Kata kunci: Keuangan Sosial Islam, Tata Kelola, Maqasid al-Shariah, 

Akuntabilitas. 

 

Pendahuluan  

Keuangan Sosial Islam (Islamic Social Finance/ISF) merupakan salah satu 

instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen utama 

seperti zakat, wakaf, dan sedekah memiliki potensi besar dalam mengurangi 

kemiskinan, meningkatkan distribusi pendapatan, serta memperkuat inklusi 

keuangan di berbagai negara, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk 

Muslim.(Abduh, 2019) Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya 

terealisasi secara optimal dalam praktik kelembagaan. 

Berbagai studi menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan 

ISF terletak pada aspek manajemen dan tata kelola (governance), termasuk 

lemahnya akuntabilitas, rendahnya transparansi, serta terbatasnya kapasitas 

kelembagaan.(Beik & Arsyianti, 2021) Selain itu, kurangnya integrasi antara 

prinsip-prinsip syariah dengan praktik tata kelola modern menyebabkan terjadinya 

kesenjangan antara tujuan normatif ISF dan implementasi operasional di 

lapangan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik serta 

kurang optimalnya distribusi dan pemanfaatan dana sosial Islam.(Hasan, 2022) 

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan inovasi keuangan (financial 

technology) membuka peluang baru dalam meningkatkan efisiensi dan 

transparansi pengelolaan ISF. Namun, adopsi teknologi dalam lembaga ISF masih 

relatif terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka tata kelola 

yang komprehensif.(Mohammed & Razak, 2022) Oleh karena itu, diperlukan 

suatu pendekatan baru yang mampu mengintegrasikan dimensi normatif syariah 

dengan praktik tata kelola modern serta pemanfaatan teknologi secara optimal. 

Dalam konteks ini, Maqasid al-Shariah sebagai tujuan utama syariah 

menawarkan landasan filosofis dan normatif yang kuat dalam merancang sistem 

tata kelola ISF yang lebih holistik. Konsep ini menekankan pada perlindungan 
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lima aspek utama, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan 

harta (mal), yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan kesejahteraan manusia 

(maslahah).(Yumna & Clarke, 2021) Integrasi Maqasid al-Shariah dalam tata 

kelola ISF diyakini dapat memperkuat orientasi sosial, meningkatkan efektivitas 

kelembagaan, serta memastikan bahwa pengelolaan dana sosial benar-benar 

memberikan dampak yang berkelanjutan. 

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan Maqasid 

al-Shariah dalam kerangka manajemen dan tata kelola ISF yang terstruktur masih 

relatif terbatas. Sebagian besar penelitian (Wahab & Rahman, 2020)masih bersifat 

parsial, baik yang berfokus pada aspek fiqh, kelembagaan, maupun teknis 

operasional, tanpa menawarkan model integratif yang komprehensif.(Sarea & 

Hanefah, 2022) Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research 

gap) yang perlu diisi melalui pengembangan kerangka konseptual baru. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

memperkuat manajemen dan tata kelola Islamic Social Finance melalui 

pengembangan kerangka terpadu berbasis Maqasid al-Shariah. Studi ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bentuk model tata kelola 

yang holistik serta kontribusi praktis bagi penguatan kelembagaan ISF dalam 

mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(Wahab & 

Rahman, 2020). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian 

konseptual (conceptual qualitative study). Pendekatan ini dipilih karena tujuan 

penelitian bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif, 

melainkan untuk memahami, mengkaji, dan merekonstruksi konsep manajemen 

serta tata kelola Islamic Social Finance (ISF) melalui perspektif Maqasid al-

Shariah. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi 

mendalam terhadap teori, prinsip, dan model tata kelola yang telah berkembang 

dalam literatur guna menghasilkan kerangka integratif yang relevan dengan 

tantangan kontemporer pengelolaan ISF.(Judijanto et al., 2025). 
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Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 

memanfaatkan berbagai sumber data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah 

bereputasi, buku akademik, laporan lembaga internasional, regulasi terkait zakat 

dan wakaf, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan Islamic Social 

Finance. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki relevansi yang kuat 

dengan tema tata kelola, akuntabilitas, transparansi, digitalisasi, dan implementasi 

Maqasid al-Shariah dalam lembaga keuangan sosial Islam.(Abiba & Putra, 2023) 

Hasil dan Diskusi  

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan manajemen 

dan tata kelola Islamic Social Finance (ISF) memerlukan suatu kerangka yang 

tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif dan efisiensi kelembagaan, 

tetapi juga berlandaskan pada tujuan substantif syariah (Maqasid al-Shariah). 

Analisis literatur mengindikasikan bahwa kelemahan tata kelola yang selama ini 

ditemukan pada berbagai lembaga zakat, wakaf, dan instrumen sosial Islam 

lainnya bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya organisasi, 

melainkan oleh belum terintegrasinya nilai-nilai maqasid dalam keseluruhan 

proses pengelolaan kelembagaan.(Nasional, 2024)Dalam konteks ini, penelitian 

menawarkan perspektif bahwa tata kelola ISF perlu dipahami sebagai mekanisme 

penciptaan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar sistem 

administrasi pengumpulan dan penyaluran dana. 

Maqasid al-Shariah sebagai Paradigma Tata Kelola yang Berorientasi Dampak 

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa Maqasid al-Shariah 

dapat berfungsi sebagai paradigma tata kelola yang memperluas makna 

keberhasilan lembaga ISF. Selama ini, keberhasilan lembaga sering kali diukur 

berdasarkan besarnya dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan. Namun, 

perspektif maqasid menggeser fokus tersebut menuju dampak sosial yang 

dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat.(Zia, 2024). 

Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan perkembangan teori 

governance dalam ekonomi Islam yang menempatkan maslahah sebagai tujuan 
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utama kelembagaan. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas 

lembaga keuangan sosial Islam tidak cukup diukur melalui indikator keuangan, 

tetapi juga melalui kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan 

kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan manusia.(Trisena et 

al., 2025) Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa 

(hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) 

menjadi indikator normatif yang mampu menghubungkan tata kelola dengan 

tujuan pembangunan berkelanjutan.(Fatmasari & Jaelani, 2026). 

Temuan ini memperkaya literatur ISF kontemporer yang selama lima tahun 

terakhir semakin menekankan pentingnya pendekatan outcome-based governance. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah tidak hanya berfungsi 

sebagai landasan etika, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi instrumen 

evaluasi kelembagaan yang lebih komprehensif dibandingkan indikator 

administratif konvensional.(Tarique et al., 2021). 

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Manifestasi Nilai Amanah 

Tema kedua yang muncul dari analisis adalah pentingnya transparansi dan 

akuntabilitas sebagai representasi konkret dari prinsip amanah dalam pengelolaan 

dana sosial Islam. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap sebagian 

lembaga pengelola zakat dan wakaf sering kali berakar pada keterbatasan akses 

informasi, lemahnya sistem pelaporan, serta kurang optimalnya mekanisme 

pengawasan.(Samargandi et al., 2018). 

Dalam perspektif teori tata kelola kelembagaan, transparansi merupakan 

instrumen untuk mengurangi asimetri informasi antara pengelola dan pemangku 

kepentingan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks ISF, 

transparansi memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan tanggung 

jawab moral dan religius. Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai 

pertanggungjawaban kepada regulator dan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk 

pertanggungjawaban spiritual kepada Allah SWT.(Wijayanti, 2024). 
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Pemaknaan tersebut memperluas konsep accountability yang selama ini 

dominan dalam teori tata kelola modern. Dengan demikian, penelitian ini 

menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi administratif 

dan spiritual dalam sistem pengawasan lembaga ISF. Integrasi kedua dimensi 

tersebut berpotensi meningkatkan legitimasi sosial dan kepercayaan publik secara 

lebih berkelanjutan.(Rahajeng, 2025). 

Inovasi Digital sebagai Instrumen Penguatan Tata Kelola 

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran 

strategis dalam memperkuat tata kelola ISF. Perkembangan teknologi keuangan 

telah membuka peluang baru bagi peningkatan efisiensi penghimpunan dana, 

transparansi distribusi, serta perluasan akses layanan bagi kelompok masyarakat 

yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem keuangan formal.(Shahen & 

Sharaf, 2025). 

Analisis penelitian menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat diposisikan 

hanya sebagai alat operasional, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola 

kelembagaan. Dalam perspektif Maqasid al-Shariah, penggunaan teknologi 

berkontribusi terhadap perlindungan harta (hifz al-mal) melalui peningkatan 

efisiensi pengelolaan sumber daya serta perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui 

percepatan layanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.(Mat & Halim, 

2025). 

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi mutakhir mengenai digital Islamic 

social finance yang menegaskan bahwa integrasi teknologi mampu meningkatkan 

efektivitas distribusi dana sosial dan memperluas inklusi keuangan syariah. 

Namun demikian, penelitian ini menambahkan perspektif bahwa keberhasilan 

digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh 

kesesuaian implementasinya dengan nilai-nilai maqasid. Dengan kata lain, 

transformasi digital harus diarahkan untuk memperkuat kemaslahatan sosial, 

bukan sekadar meningkatkan efisiensi administratif.(Amri et al., 2024) 
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Rekonstruksi Hubungan antara Governance dan Keadilan Sosial 

Temuan lain yang memiliki implikasi teoretis penting adalah perlunya 

merekonstruksi hubungan antara tata kelola dan keadilan sosial. Sebagian besar 

model governance modern berfokus pada efisiensi organisasi, pengendalian risiko, 

dan kepatuhan regulatif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

konteks ISF, tata kelola tidak dapat dipisahkan dari tujuan distribusi kesejahteraan 

dan pemberdayaan kelompok rentan.(Kuo, 2025). 

Dari sudut pandang ini, tata kelola yang baik bukan hanya tata kelola yang 

mampu mengelola dana secara efisien, tetapi juga tata kelola yang mampu 

memastikan manfaat dana tersebut dirasakan oleh kelompok yang paling 

membutuhkan. Perspektif ini memperluas konsep good governance menuju social 

justice governance yang berorientasi pada pemerataan manfaat dan penguatan 

kapasitas masyarakat marginal.(Izmestiev et al., 2025). 

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan 

dimensi tata kelola kelembagaan dengan tujuan transformasi sosial. Kerangka 

yang dihasilkan menunjukkan bahwa keberhasilan ISF tidak hanya ditentukan 

oleh kualitas manajemen internal, tetapi juga oleh kemampuannya menghasilkan 

perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan.(Gelcich et al., 2019). 

Kontribusi Teoretis dan Implikasi Pengembangan ISF 

Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan pemahaman baru bahwa 

Maqasid al-Shariah dapat berfungsi sebagai jembatan konseptual antara prinsip-

prinsip klasik ekonomi Islam dan tuntutan tata kelola modern. Integrasi antara 

kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi digital menghasilkan 

model tata kelola yang lebih holistik dibandingkan pendekatan yang hanya 

berfokus pada salah satu aspek secara terpisah.(Beik et al., 2021). 

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka 

konseptual yang memposisikan tata kelola ISF sebagai instrumen pencapaian 

kemaslahatan sosial. Kerangka tersebut memperluas diskursus Islamic Social 
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Finance dari sekadar pengelolaan instrumen keuangan sosial menuju 

pembangunan sistem kelembagaan yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, 

dan keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya 

literatur mengenai governance dalam ekonomi Islam, tetapi juga memberikan arah 

baru bagi pengembangan kebijakan dan praktik kelembagaan ISF di masa 

mendatang.(Khan et al., 2023). 

Kesimpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan manajemen dan tata kelola 

Islamic Social Finance (ISF) memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif 

daripada sekadar penerapan prinsip-prinsip tata kelola modern yang berorientasi 

pada efisiensi administratif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa integrasi 

Maqasid al-Shariah ke dalam struktur tata kelola mampu menghadirkan kerangka 

yang lebih holistik dengan menempatkan kemaslahatan sosial sebagai tujuan 

utama kelembagaan. Dalam kerangka tersebut, kepatuhan syariah, transparansi, 

akuntabilitas, dan inovasi digital tidak dipahami sebagai elemen yang berdiri 

sendiri, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung dalam mewujudkan 

kesejahteraan sosial, keadilan distributif, dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Lebih jauh, penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa tata kelola ISF 

tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, 

tetapi juga berdasarkan kemampuannya menciptakan dampak sosial yang nyata 

bagi masyarakat. Perspektif ini menawarkan cara pandang baru dalam melihat 

keberhasilan lembaga zakat, wakaf, dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya, 

yaitu melalui kontribusinya terhadap pemberdayaan kelompok rentan, 

pengurangan ketimpangan sosial, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. 

Dengan demikian, Maqasid al-Shariah berfungsi bukan hanya sebagai landasan 

normatif, tetapi juga sebagai paradigma evaluatif yang mampu menjembatani 

nilai-nilai Islam dengan tuntutan tata kelola modern. 

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur 

Islamic Social Finance dengan menawarkan model tata kelola yang 

mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan kelembagaan dalam satu kerangka 
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konseptual yang utuh. Model ini memperluas diskursus governance dalam 

ekonomi Islam dari pendekatan yang berfokus pada kepatuhan dan pengendalian 

organisasi menuju tata kelola yang berorientasi pada transformasi sosial dan 

penciptaan kemaslahatan publik. Secara praktis, temuan penelitian memberikan 

implikasi penting bagi pembuat kebijakan, regulator, dan pengelola lembaga ISF 

dalam merancang sistem tata kelola yang lebih adaptif, transparan, akuntabel, dan 

responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Integrasi indikator berbasis 

Maqasid al-Shariah juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja 

kelembagaan yang lebih mencerminkan dampak sosial daripada sekadar capaian 

administratif. 

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Sebagai 

penelitian kualitatif konseptual yang berbasis studi kepustakaan, analisis yang 

dilakukan masih bertumpu pada interpretasi terhadap literatur dan belum 

melibatkan pengujian empiris pada lembaga ISF secara langsung. Selain itu, fokus 

penelitian lebih diarahkan pada pengembangan kerangka konseptual sehingga 

belum mengeksplorasi secara mendalam variasi implementasi tata kelola ISF 

dalam konteks sosial, budaya, dan regulasi yang berbeda. Keterbatasan tersebut 

menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk menguji validitas dan 

efektivitas kerangka yang diusulkan dalam praktik kelembagaan nyata. 

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi 

empiris melalui pendekatan studi kasus, fenomenologi, atau metode campuran 

(mixed methods) guna menguji implementasi kerangka tata kelola berbasis 

Maqasid al-Shariah pada berbagai lembaga zakat, wakaf, dan organisasi keuangan 

sosial Islam. Penelitian mendatang juga perlu memperluas konteks kajian ke 

berbagai wilayah dan sistem regulasi yang berbeda untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan implementasi tata kelola ISF. Selain itu, pengembangan instrumen 

pengukuran kinerja berbasis Maqasid al-Shariah yang terstandarisasi menjadi 

agenda riset penting untuk memperkuat hubungan antara konsep tata kelola Islam, 

dampak sosial, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kajian 

mengenai Islamic Social Finance tidak hanya berkembang sebagai wacana 
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normatif, tetapi juga sebagai fondasi ilmiah bagi penguatan kelembagaan yang 

mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi masyarakat kontemporer. 
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